PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

a

QANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG
NOMOR : 3 TAHUN 2003

Y TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAM ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PERMUS YAWARATAN ULAMA (MPU)

. KABUPATEN ACEH TAMIANG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATIACEH TARIANG,
Mardmbang :
bahwa kehi Aceh Tam g
terhormat ulzma dalam b
sahingga kepadanya periu i i deng: suaty

Lambaga Ulama;

bahwa unfuk member peran kepada ulama dalarm penetapan Kebanan
Daezah sesuaj dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 199@1 ‘tartang
Provinsi D: shiperiu o

bemn? Susunan oxgamlsasl dan Tata Kerja Majolis Pemmvy&wamhn

tbabwa untuk maksud tersebut pariu diatur dalam suatu Qanun.
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Mengingat :

Ungdang-Undang Momor 22 Tahun 1999 ientang Pemarintahan Dasrsh
(Lembzaran Negam Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembarin Negara Republik lndonesia Nomor 383g);

Undsng-Undang Nomor 25 Tahun 1099 lentang Perimbangan Keuangan
entara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Rspublik indo-
resia Nomor 3848); i

Undang-Uadang Nemor d4 Tahun 1889 tentang Penyelenggaraan
Keistigiewsan Provinsi Dagrah Istmews Aceh (Lembaran Negara Fepublii
hda:;aigfa?wn 1888 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indoresia Nomer 3853);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagl
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagal Provinsi Nanggroe Aceh
Dansssaiam {Lembaran Hegara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Nagara Republi Indonesia 4134);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 teniang Pembeniukan Kabupsten
Ateh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luss, Kabupaten Aceh.Jaya, Kabupaten
Magan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Previnsi Mangaros Aceh
Daussalem (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2002 Nomor
17, Tambahan Lembaran Negara Republik indenesia Nomor 4179);

Peraturan Pemerintah Naomor 25 Tahun 2000 tentang Kewsnanpan
Pemerintah dan Kewenangan Provins! Sehagai Deerah Otonom (Lembarsn
Negars Repubtiik indonesia Tahun 2000 Komor 54, Tambahan Lembaran
Megars Republik indonesla Nomor 3952);

Keputusan Presidan Nomor 44 Tahun 1853 ferdang Taknik Pemyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang,
Bentuk Peraturan Petneriniah dan, Bentuk Keptdusan Presiden (Leniberan
Negara Republik Indontasia Tahun 1898 Nomor 70, Tembahan Lembaran
Negsra Republik indonesia Nomor ...... )

Weputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Takun 2001 tentang Teknik

. Paryusunan dan Materi Muatan Produk-Produle Hukaum Deerah;




| !
©
. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewsa Aceh Nemar M
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjz Malelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Provins] Dasrah Istimewa Aceh {Lembaran Uaemh Provinsi
Daerah Istimewa Adeh Tahun 2000 seri D Momor 23);

| 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimowa Aceh Nomer § Tahun 2000
teniang Pelaksanaan Syariat istam (Lembaran Daerah Provinsi Dasrah
| istimewa Aceh Tahun 2000 Nemer 30);

| 11. Kepytusan Gubsmu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 Tahun

1 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Men]ad\
Qw {Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Acel Darussalam Nomor 8
gari O Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN

BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN:
Meneiapkan
: QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISAS| DAN TATAKERIAMAJELIS PERMUSTAWARATAN
ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TAMIANG
BAE{
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

| Dalam Qanun inf yang dimaksud dengan’®
1. Deermh adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;




2. Pemaiintah Daersh adalah Bupalibesena Perangkat Daeral Otanemyant
* Iain sebagal Badan Eksokutif Dacrah;

. Bupall adalah Bupati Aceh Temiang; 8

il idian Rakyat Deerah selanjutry disehmDPRDaﬂath?R[
Kabupaten Aceh Tamiang;

5. Ksisti Aceh X

R

K infulk
kehidupan beragama, adat, pendi dan peran Utk dalam

Kebijakan Daerah;

Kebijakan Daerah adalsh Qapun dan Kaputusan Supati yang bersitat

mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh; ©

-

. Syarat tuntunan ajaran I semua aspek ketidupan;
Malslis Peiiusyiwaratan Ulama selanjuinya disabut MPU adaizh MPU
Kabupaten Aceh Temiang; h
Pirpinan MPU adalah Ketisa MPU Kabupaten Aceh Tamiang;

Ulama adalsh Utama Dayah/Pesaniren dan Cendikiawan Mustim Ageh
Tamiang yeng Kharlsmatik, Intelektual dan memahami secara mendalam
soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat,

@~

fw

BAB
ORGANISASI

agian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawak
Pasal 2

(1) MPU merupakan suatu Badan yang Independen dan bukan unsur
pelaksanaan Pemerintah Daarah dan DPRO;

(2} MPU merupakan mitra sejajar Pemarintah Daerah dan DPRD:
(3) MPU berkedudukan i Ibukota Kabupaten Aceh Tamiang
Pasal3
MPU mempunyai tugas memberi masuken, perimbangan, bimbingan dan
nasshat setla saran-saran dalam meneniukan kebjjakan Daerah dari aspek

Syariat islam, batk kepada Pemerintah Dasrah, DPRD maupun kepada
masyarakal di Daeret:.
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Paszal 4

Untuk menyeler tugas it i pada pasai 3, MPU
memptnyai fungsi mehetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik
dlmlfh& atau Hidak terhadap kebjjakan Daerah, terutama dalam bidang

dan seria tatanan

EkMMI yang Islmw.
Pasal §

MPU dat b jawab secara | ata: F intah
yang juiur, besih dan berwmam serta Istami 6 Dagrah.

Hagian Kedua
Susunan oi-gmisasl
Pasal §
1) Sustman Ceganisasi MPU terdir dari :
a. Pimpinan;
b. Sekrstariaf;
€. Dawan Paripura Ulama;
d. Komisi-komisi. 3
(2) Bagan Susunan Organisasi MPU ir itum
dan kan bagian yang tidak terpi dangan Qanun inl.
Paragral 1
Pimpinan
Pasal 7

{1) MPU dipimpin ofeh setu orang Ketisa dan dua Waldl Ketus;

{2) Pimpinan MPU mempunyal tugas memimpin MPU dalam memberikan
pertimbangan terhadap kebijakan Daerah seria mempersatukan Ularma di
Daerah;
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{3) Pimpinan MPU adalah Ulama Dayah/Pesaniren dan Candixiawan miislin
yang independen serta bukan mempekan pimpinan partai prlitik.

& Pasal &

Unituk tugas ssbagai dimaksud pad: 7 Pimpinar
MPU mempunyai fungsi :

g Penyatuan pendapat Ulama dalam penetapan kebijakan Dasrah:

b. Menyampaikan Fatwa Hukuin dibidang Svariat Islam,

. / Paragraf 2 \'
fe v e,

1) Sekrstariat adalah unsur pembartu Pimpinan ditilang pembinaan dan
pengelolean administrasi;

12} Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekrataris yang barada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua MPUL
\/

Sakretaris mempunyai lugas melakukan pembinaan dan pengaictaan

administrasi umum yang maliputi ketetalaksanaan, perlengkapan, keuangan,

b L penataan arsip, pery 1 dan kegiatan,

data, memfasilitas] persidangan, serta penataan Crganisesi dan Ketala-
. Taksanaan serta Hubungan Masyarakat,

Fasal 11 \/

Untuk tugas se dimaksud pada pasal 10
Sekratariat mempunyai fumgs] ; :
Py dan

Fasal 10

E umum meliputl ketaizusshaan,
penataan arsip, 5 pan dan Organisasi Tz
serta Hublingan & i program
b. Pengslotasn administrasi keuangan;
€. Memtaslitasi penyiapan bahan fisalah Ppersidangan;
d- Penghubung MPU dengan Pemerinian Daeral; dan DPRO serta lembaga-
ismbaga Daerah lainnya.
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Fasal12

- (1) Sekretatiat terdid dari :
a. Sub. Bagian Umum dan Perengkapan;
8. Sub. Bagian Keuzngan;
¢. Sub. Bzgian Persidangan.

{2) Masing-masing Sub. Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diplimpin oleh ssorang Kepala Sub. Baglan yang berada di bawah dan
beranggung jawab kepada Sekretaris;

{3) Masing-masing Sub. Bagian dapat titempatian ssbanyak-banyaknya 3
{tiga) Orang Staf.
—

{1) Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan memplnyai tugas melaksanakan
urusan surat memyurat, kearsipar, ekspedisl, penggandaan numah fangga, pes-
lengkapan Organisas! dan Tatalaksana serta penyajian data dan informast,

Pasal 13

@ Sub Baglan Keuangan i tupas, -
\gan yang melpulw anggaran, Y

{3) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas
perzidangan dan risalah yang mal!pm:( persiapan bahan persidangan,
natulasi dan isalah-Asalah persidangan.
Peragrai 8
Dewan Paripume Ulama
Pasal 14

Dewan Peripuma Viama sriyal tugas usulan,

- memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat seda saran- samn kepada

Pamerintah Dasrah dan DPRD MPU
Daarah sarta menetapkan Fatwa dibidang Hukum Syardat Islam dalam
penyelenggarazn Pemerintah, Pembangtinan dan pembinaan masyarakai.




Pasal 18

M Dewan Paripuma (tama terdiri dari ;
Ulam# Dayah / Pasantran;
b Cendiddawan Musfim;

2) Jumiah Deven Paripruna sebagaimans dmaksud delom ayal (Useuanyah
banyaknya 16 fdats "
Mushm Katwipatsn dan Kecarratan

{3} Peraturantalatestih Dewan Paripumns Lﬁamadw.agkm Iebin fanjist dengan
Keputusan MPU.

Pasal 16

1) MPU barsidang sekurang-kurangaya 3. (tiga) kaff dalam 1. (saty) tahur;

(2} Datam ha-hal yang dapat ddaku istimawa.
Paragrat 4
Komis] - Komis?
Pasal 17
gen RaAnEy tugasTry v
ssgala keputisan paripuma ulama, mempersiapkan data dan informasi sera
yang dafam Dewsn
Pammmauramseﬁagammdmakmnmmmdmis
Pasaf 18

Homisi-kormisi terdir darf
1 Knmm le-&mswmmm

5 Komisi Kemmmum Lithang dan Kayan Pl
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Pasal 18

(1) Uraian Tugas masing-masing Komisi imana dimaksud pada pasal
18 ditetapkan fobih janjut dengan Keputusan MPU; o

(2) Tata cara pelaksanaan rapat-mpat komisi schagaimana dimaksud pada
pasai 18 ditetapkan labih fanjul dangan Kepurusan MPU.

Pasal 20

-ana dimaksud pada pasal 18 dipimpin oleh 1 orang
Ketia merangkap anggols, 1 orang Sekretaris merangkap anggota dan
sebanyak-banyaknyz § orang angaota komisi.

Paragraf &
Masa Kepengurusan )
Pazal 21
i (1} Masa Kepengurusan MPU ditetapkan sstama 5 (Lima) tahun.

(2} Mesz Kepangurusan MPU ssbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diparpanjany untuk 1 (satu) kali masa kepengurisan berketnya.

{3) Pergantian atau Resapel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewakiu-
waktu alas hasi kesapakatan Aapat MPU.,

EAB I
TATA KERJA

Pasal 22

Datamn tugasays MPU waiib: 1 prinsip koordinasi,

. integrasi, sinjkronisas] dan simpliikasi sesual dengan Syarat Isizm, baik daiam

lingkungan masing-masing maupun amtar satuan organisasi sasual dengan
| lugas masing-masing.
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Pasal 28
Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Dewan Paripuma Ulam@, lanpa mencampuri secara langdung
tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD sertalembaga-lembaga lsin, akan
tetapt member pertimbangan terhadap kebiiaimn_van_g akan ditempuh.

BAB IV

PENGESAHAN LEMBAGA MPU
Pasal 24

{1) Untuk pertama ksl pengisian organisasi iembaga MPU dilakukan dalam
Musyawarah Uiama den Cendikiawan Muslim Deerah vang
4 ieh Dasrah;

@ s-sap calon Pimpinen MPL waji> menjalani Proper dan Proficiency (Uji

Kepantasan dan Xeahlian) yang diakukan cleh Tim yang diventuk olah

Bupati uniuk melaksanakan tes kemampuan merbaca Kitah berbahasa
Arab lanpa baris (Kiab ¥uning);

3 Untuic selani an Resapel kel MPU setagl-

dalam pasal 21 ayat (3} i musya-

waratan Ulama dan Cendikiawan Musiim yang diprakarsal sendlﬂ oleh
MPU_

“ P fsthadap MPU P
(1} dan (2) dHetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25 \/

{1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawal Negeri Sigll.

{2) Pagawai Negeri Sipil ﬁehagaimana dimaksud dalam ayat {1) tidak
gan jebatan shukiural dan fungsional
lainnya.

(3} Kepada Pegawai Neger Sipll yang citempatkan pada Sskretariat MPY,
selain menerma gaji den penghasilan lainaya sesusi dengan ketentuan
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yang berlaky, juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan
ditetapkan lebif kanjut dengan Kepitusan Bupat|

5 BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 26
Segala Pemblayaan untuk penyelenggaraan MPU dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Baelanja Daerah [APBD) Kabipaten Aceh Tamiang dan
Bubsidi atau bantuan Pemerintah, serta bantuan atau sumbangan fembaga

fain di fuar Pemerintah Daerah balk dalam maupurr Luar Neged yang sah dan
tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Hak-hal yang bemm diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan
lebihlanjut Keputusan MPU dengan
& yang

berigku.

Pasal 28

{1} Dangan Qanunn Aangan

dengan Qanun wdmyamkan 'idak beralu Iagc

* (2} Segala aset dan keuangan Majsiis Ulama Indonesia Kabupaten Acah

Tamiang dialihkan mernjadi aset dan keuangan MPU.
Pasal 29

{1) Qenun i mutai barfaku pada tanggal diundangker,




(2) Agar sstiap orang dapat mangetahtinya memerintahkan pengundangan
Qantn inl dengan penempatannya dalem Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang.

Disahkandi : Karang Ban
21 Nowsmber 2003 i
Pada langgal : ——- =
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 Novemnber 2003 M
Pada Tanggal --eieer——e-t =
27 Ramadhan-1424 H

SEKRETARIS DAERAH, °
KABUPATEM ACEH TAM!ANG

! Drs, SHAK DIUNED
Pembina Tkl
Wip. 010 055 2583

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 5
RID
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Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR @ 3 TAHUN 2003

s -21 NOVEMBER 2003. M

i TANGGAL :

26 RAMADHAN 1424. H
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
OAN TATAKERJA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
(MPU} XABUPATEN ACEH
TAMIANG.

_ ULAMA i

iﬁwmmﬂwuwu e
i
i
L

' | st neme sue BACAH
’ SMESE AN | | KEPECAWRAN
[PERLERTHAR

- ———
hm&' i v 7 Gidls ‘! i
AT HEU | P oo | | csmeRasiune | | e
SGEAT istm PENGIDIKAR UMAT MBSO | | T8RS TR RS
PEREMPUA_ |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASDUL LATIEF
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